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ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian dari reformasi kelembagaan yang
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan e-Court di lingkungan peradilan agama
menjadi langkah konkret Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi administrasi perkara dan
persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi yang dihasilkan
melalui implementasi e-Court serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam praktiknya. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi dokumen
dan wawancara dengan aparat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu
meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas pelayanan perkara. Namun, implementasinya masih
menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, stabilitas jaringan internet,
serta adaptasi sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Transformasi digital melalui e-Court telah
berkontribusi terhadap terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun
optimalisasinya masih memerlukan penguatan regulasi, infrastruktur teknologi, dan sosialisasi
berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Transformasi digital telah berkembang menjadi paradigma utama dalam reformasi
sektor publik global. Perubahan ini tidak lagi dimaknai sebagai sekadar adopsi perangkat
teknologi, tetapi sebagai proses perubahan struktural yang menyentuh dimensi organisasi,
tata kelola, dan budaya kerja. Mergel, Edelmann, dan Haug (2025) mendefinisikan
transformasi digital sebagai integrasi teknologi digital yang menghasilkan perubahan
mendasar dalam cara organisasi publik menciptakan dan memberikan nilai layanan kepada
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masyarakat. Criado dan Gil-Garcia (2023) menegaskan bahwa transformasi digital sektor
publik mensyaratkan sinkronisasi antara inovasi teknologi, kapasitas kelembagaan, dan
regulasi yang adaptif. Tanpa integrasi ketiga aspek tersebut, digitalisasi berisiko hanya
menghasilkan perubahan administratif yang bersifat superfisial.

Dalam konteks peradilan, digitalisasi memiliki implikasi yang lebih kompleks
karena berkaitan langsung dengan akses terhadap keadilan (access to justice). McKeever
(2024) menunjukkan bahwa sistem peradilan berbasis daring berpotensi memperluas
partisipasi masyarakat dalam proses hukum melalui pengurangan hambatan geografis dan
prosedural. Susskind (2021) bahkan memproyeksikan bahwa masa depan pengadilan akan
bergerak menuju model online courts yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis data. Di
sisi lain, penelitian Sourdin (2021) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam
peradilan harus tetap menjaga prinsip keadilan prosedural dan legitimasi institusi hukum.

Kajian mengenai e-justice juga menunjukkan bahwa digitalisasi mampu
meningkatkan efisiensi administrasi perkara melalui otomatisasi proses, pengurangan
duplikasi dokumen, serta percepatan komunikasi antar pihak (Contini & Cordella, 2021).
Reiling (2021) menjelaskan bahwa integrasi sistem informasi dalam pengadilan
berkontribusi pada manajemen perkara yang lebih terstruktur dan transparan. Namun,
literatur yang sama juga menyoroti bahwa transformasi digital sering kali menghadapi
hambatan berupa kesenjangan literasi digital dan resistensi budaya organisasi, terutama di
negara berkembang (Mergel et al., 2021).

Kerangka teoritis transformasi digital dalam peradilan dapat dipahami melalui tiga
dimensi utama, yaitu dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sosial. Dimensi
teknologi mencakup infrastruktur sistem informasi dan platform digital yang mendukung
operasional pengadilan. Dimensi organisasi berkaitan dengan perubahan prosedur kerja
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, dimensi sosial menyentuh
aspek penerimaan masyarakat terhadap sistem digital serta tingkat literasi teknologi
pengguna layanan. Criado dan Gil-Garcia (2021) menekankan bahwa keberhasilan
transformasi digital tercapai ketika ketiga dimensi tersebut bergerak secara sinergis.

Di Indonesia, modernisasi sistem peradilan diwujudkan melalui implementasi e-
Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
Secara Elektronik di Pengadilan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara (e-filing),
pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), serta
persidangan daring (e-litigation). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda
reformasi peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Data laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan
penggunaan layanan elektronik sejak implementasi regulasi tersebut. Meski demikian,
peningkatan adopsi belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan transformasi digital
secara komprehensif. Beberapa penelitian domestik lebih banyak menekankan aspek
efektivitas administratif, sementara kajian yang menempatkan e-Court dalam kerangka
transformasi digital kelembagaan serta analisis efisiensi berbasis data kuantitatif masih
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relatif terbatas. Padahal, pengukuran efisiensi menjadi indikator sentral dalam menilai
keberlanjutan kebijakan digitalisasi.

Celah penelitian tersebut mendorong perlunya analisis yang mengintegrasikan
perspektif transformasi digital dengan evaluasi empiris terhadap efisiensi penyelesaian
perkara serta identifikasi tantangan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kontribusi e-Court terhadap efisiensi waktu, biaya, dan prosedur administrasi
perkara di peradilan agama, sekaligus mengkaji hambatan struktural dan sosial yang
memengaruhi optimalisasinya. Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus mengenai
e-justice dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan
menjadi dasar penguatan kebijakan digitalisasi peradilan yang lebih adaptif dan
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris
untuk menganalisis implementasi e-Court di lingkungan peradilan agama. Pendekatan
yuridis dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan,
sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim, panitera,
aparatur pengadilan, dan pengguna layanan yang dipilih secara purposive. Data sekunder
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta literatur ilmiah terkait
digitalisasi peradilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efisiensi waktu, biaya, dan
penyederhanaan prosedur dalam implementasi e-Court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi e-Court di lingkungan peradilan agama menunjukkan perubahan
signifikan dalam pola administrasi perkara. Berdasarkan data laporan tahunan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik mengalami
peningkatan konsisten sejak penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019. Pada periode sebelum implementasi penuh e-Court (2022), seluruh pendaftaran
perkara masih dilakukan secara manual. Memasuki tahun 2020, sekitar 38% perkara
perdata agama telah menggunakan sistem e-filing, dan angka tersebut meningkat menjadi
62% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi adaptasi terhadap
sistem digital dalam administrasi perkara.

Dari aspek efisiensi waktu, rata-rata durasi penyelesaian perkara sebelum
digitalisasi tercatat sekitar 120—150 hari kerja, bergantung pada kompleksitas perkara.
Setelah optimalisasi e-Court, rata-rata durasi penyelesaian menurun menjadi sekitar 90—
110 hari kerja untuk perkara yang memanfaatkan e-litigation. Penurunan durasi ini
berkaitan dengan percepatan proses administrasi, khususnya dalam tahapan pemanggilan
para pihak melalui e-summons yang memangkas waktu distribusi relaas panggilan.
Temuan ini sejalan dengan Reiling (2017) yang menyatakan bahwa sistem peradilan
berbasis elektronik mampu memperpendek siklus administrasi perkara secara signifikan.
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Efisiensi biaya juga mengalami perubahan yang cukup terasa. Sebelum penerapan
e-Court, pihak berperkara rata-rata mengeluarkan biaya tambahan transportasi dan
akomodasi sebesar 10-20% dari total panjar biaya perkara, terutama bagi pihak yang
berdomisili di luar wilayah pengadilan. Setelah penggunaan e-filing dan e-payment,
komponen biaya tersebut dapat ditekan karena sebagian tahapan dilakukan tanpa
kehadiran fisik. Sourdin dan Zeleznikow (2024) menyebutkan bahwa pengurangan
transaction cost merupakan salah satu indikator utama keberhasilan digitalisasi peradilan.

Dari sisi produktivitas kelembagaan, jumlah perkara yang dapat diproses per bulan
menunjukkan peningkatan moderat. Jika pada periode 2018 rata-rata penyelesaian perkara
berkisar 85% dari total perkara masuk, maka pada periode 2022 tingkat penyelesaian
meningkat menjadi sekitar 92%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi
administrasi berkontribusi terhadap optimalisasi manajemen perkara, meskipun faktor
sumber daya manusia dan beban kerja tetap memengaruhi capaian tersebut.

Walaupun data kuantitatif menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih
muncul. Tidak semua perkara dapat dilaksanakan melalui e-/itigation karena keterbatasan
literasi digital para pihak. Sekitar 25-30% pengguna layanan masih memilih mekanisme
manual meskipun sistem elektronik tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya
kesenjangan akses teknologi sebagaimana dijelaskan oleh Criado dan Gil-Garcia (2021),
bahwa transformasi digital sektor publik kerap menghadapi hambatan sosial dan
struktural.

Keterbatasan infrastruktur jaringan juga berdampak pada stabilitas pelaksanaan
persidangan elektronik. Beberapa gangguan teknis menyebabkan penundaan sidang,
sehingga efisiensi waktu belum sepenuhnya optimal. Mergel et al. (2021) menekankan
bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga
kesiapan infrastruktur dan kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan.

Jika dianalisis secara keseluruhan, data kuantitatif dan temuan empiris
memperlihatkan bahwa e-Court memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi waktu,
biaya, dan produktivitas penyelesaian perkara di peradilan agama. Peningkatan persentase
penggunaan sistem elektronik serta penurunan rata-rata durasi perkara menunjukkan
adanya dampak sistemik terhadap manajemen peradilan. Namun optimalisasi masih
membutuhkan penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kualitas jaringan
teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur peradilan agar transformasi
digital berjalan lebih stabil dan inklusif.

KESIMPULAN

Transformasi digital melalui implementasi e-Court di lingkungan peradilan agama
menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara.
Penerapan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation terbukti mampu mempercepat
proses administrasi, menekan biaya tambahan yang sebelumnya timbul akibat kehadiran
fisik para pihak, serta meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara. Data komparatif
sebelum dan sesudah implementasi memperlihatkan penurunan rata-rata durasi perkara
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dan peningkatan persentase penyelesaian perkara, yang mencerminkan perbaikan
manajemen peradilan secara sistemik.

Meski demikian, efektivitas transformasi digital belum sepenuhnya merata.
Kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi,
serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur peradilan menjadi tantangan yang
memengaruhi optimalisasi sistem. Keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya
ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan masyarakat
dalam beradaptasi dengan perubahan berbasis teknologi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa e-Court merupakan instrumen strategis
dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penguatan
infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi
berkelanjutan kepada masyarakat diperlukan agar transformasi digital peradilan agama
dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
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